
Pembelajaran Pandemi
COVID-19

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit





SITUASI GLOBAL



Upcoming Deposits

10 Provinsi TertinggiSebaran di 34 Provinsi

Situasi COVID-19 di Indonesia
Update hingga 29 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

1. DKI Jakarta 6. Sulawesi Selatan

2. Jawa Barat 7. Bali 

3. Jawa Tengah 8. Banten

4. Jawa Timur 9. Riau

5.  Kalimantan Timur 10. DI Yogyakarta

Jumlah Kasus

Kasus Konfirmasi 1.501.093    5.008

Kasus Sembuh 1.336.818  5.418

Kasus Meninggal 40.581 132

Kasus Aktif 123.694  

Jumlah Kasus

Spesimen Diperiksa 12.558.963    

Orang Diperiksa 8.396.863   

Hasil Negatif 6.895.770      

Kasus Suspek 59.473
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Konfirmasi Sembuh Meninggal CFR Recovery Rate

Perkembangan Kumulatif Kasus COVID-19 di Indonesia
Update hingga 29 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

CFR 2,7%

Recovery Rate 89,1%



Perkembangan Kasus Konfirmasi COVID-19 di Indonesia
Update hingga 29 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB

*KENAIKAN TERTINGGI DILAPORKAN TANGGAL 30 JANUARI 2021 DENGAN 14,518 KASUS.

**JUMLAH KASUS HARIAN YANG DILAPORKAN, BUKAN MENGGAMBARKAN JUMLAH KASUS YANG TERINFEKSI PADA 
HARI TERSEBUT
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Konfirmasi Harian Konfirmasi Total Linear (Konfirmasi Total)



Penguatan 
Sistem 

Kesehatan

Kebijakan Peran Masyarakat

RESPON

DETECT

PREVENT

PENCEGAHAN dan  

PENGENDALIAN COVID-19

Strategi



PREVENT (CEGAH)

PROMOTIF, 

PREVENTIF DAN 

EDUKASI

Mendorong

Strategi TESTING 

DAN TRACING

Perubahan Perilaku dan Deteksi Awal

Penyebaran Covid-19 didalam masyarakat

untuk memutuskan Mata Rantai Penularan

dengan Mensosialisasikan Protokol

Kesehatan di Masyarakat yang melibatkan

segala kalangan masyarakat

MASYARAKAT

VAKSINASI



Pintu Masuk

Wilayah

DETEKSI:
Sign 
Testing
Tracing and Treat



JENIS PENYELENGGARAAN 
KEKARANTINAAN

UU NO 6 TAHUN 2018
Keputusan harus didasarkan pada 

pertimbangan epidemiologis, besarnya 
ancaman, efektifitas, dukungan sumber 
daya, teknis operasional, pertimbangan 

ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

KARANTINA 
WILAYAH 

(ditetapkan oleh
Menteri))

PEMBATASAN SOSIAL 
BERSKALA BESAR 
(ditetapkan oleh Menteri):
a) Peliburan sekolah dan

tempat kerja;
b) Pembatasan kegiatan

keagamaan; dan/ atau
c) Pembatasan kegiatan di 

tempat atau fasilitas umum

KARANTINA PINTU 
MASUK (ditetapkan
oleh pusat/menteri):

1. BANDARA
2. PELABUHAN
3. POS LINTAS BATAS

NEGARA

KARANTINA RUMAH

KARANTINA RUMAH 
SAKIT

PENANGGUNG JAWAB KARANTINA
Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah

secara terpadu. Pemerintah Pusat dapat melibatkan

pemerintah daerah

KETERSEDIAAN SUMBER DAYA OLEH

PUSAT DAN DAERAH
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam

penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

RESPOND



Peningkatan Kapasitas Tempat Tidur
Isolasi dan ICU  untuk perawatan pasien
COVID-19->30% sesuai SE Dirjen Yankes
Nomor YR.03.03/07/3623/2020

4.

Penambahan Jumlah Rumah Sakit
Rujukan COVID-19

3. Mendirikan
RS Darurat COVID-19

( RS Lapangan )

Sosialisasi dan Worhsop Buku
Pedoman Covid-19 dan Protokol
Tatalaksana Covid-19

RESPOND : STRATEGI DAN UPAYA PENANGANAN COVID-19 
DI FASILITAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT)

Penataan Sistem Rujukan dalam
Pelayanan COVID-19 Implementasi Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Sesuai SK Menkes 1591 tahun 2020
Konsep dasar Pencegahan dan Penularan Infeksi (PPI)  Bagi
Pemimpin RS, Nakes dan Non Nakes, Pasien dan Pengunjung

5
.

1.
2.

6.



RESPON  PENGENDALIAN (1) 

Penerbitan Pedoman 

Kesiapsiagaan 

Menghadapi 2019 
nCoV (Revisi 1)

Indonesia melaporkan 2 kasus

konfirmasi COVID-19

28 Jan 2020

2 Maret 2020

10 Maret 2020

WHO menetapkan COVID-

19 sebagai Pandemi

11 Maret 2020

KMK No. HK.01.07/ 

MENKES/169/2020 tentang 

Penetapan Rumah Sakit 

Rujukan Penanggulangan 

Penyakit Infeksi Emerging  

Tertentu

KMK Nomor

HK.01.07/MENKES/104/2020:

Penetapan Infeksi Novel Coronavirus 

(Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis 

Penyakit Yang Dapat Menimbulkan 

Wabah dan Upaya 

Penanggulangannya

4 Feb 2020

WHO menetapkan

2019-nCoV sebagai
PHEIC/KKMMD

30 Jan 2020

12

Keppres Nomor 9 

Tahun 2020: Gugus 

Tugas Percepatan 

Penaganan COVID-19

11 Maret 2020

Kluster Pneumonia 
di Wuhan

31 Des 2019



RESPON  PENGENDALIAN (2) 

KMK No. HK.01.07/ 

MENKES/182/2020 

tentang Jejaring 

Laboratorium 

Pemeriksaan COVID-19 

(12 Laboratorium)

Keppres Nomor 12 tahun 2020: 

COVID-19 sebagai Bencana 

Nasional

16 Maret 2020

13 April 2020

20 April 2020

SE Menkes No.HK. 

02.01/MENKES/295/2020 tentang Klaim 

Penggantian Biaya Perawatan Pasien 

Peny. Infem Tertentu Bagi RS yang 

menyelenggarakan pelayanan COVID-19

24 April 2020

Penyusunan Rencana Operasi 

COVID-19 Sektor Kesehatan

31 Maret 2020

Keppres Nomor 11 Tahun 2020: 

COVID-19 sebagai

Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat

31 Maret 2020

13

PP No. 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) dalam rangka

Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease (COVID-19)

KMK No. HK.01.07/ 

MENKES/278/2020 

tentang Pemberian 

Insentif dan Santunan 

Kematian Bagi Tenaga 

Kesehatan yang 

Menangani COVID-19

27 April 2020



RESPON  PENGENDALIAN (3) 

SE No. HK.01.02/MENKES/ 313/2020 

Tentang Protokol Kesehatan 

Penanganan Kepulangan WNI dan 

Kedatangan WNA dari Luar Negeri 

COVID-19 di Pintu Masuk Negara dan 

di Wilayah Pada Situasi PSBB

7 Mei 2020
1 Juli 2020

KMK No. HK.01.07/ 

MENKES/413/2020 tentang 

Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian COVID-19 

(Revisi 5)

13 Juli 2020

KMK No. HK.01.07/ 

MENKES/405/2020 tentang 

Jejaring Laboratorium 

Pemeriksaan COVID-19 (163 

Laboratorium)

SE Menkes No. 

HK.01.02/MENKES/ 313/2020 

Tentang Protokol Pengawasan 

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di 

Bandar Udara dan Pelabuhan 

dalam Rangka Penerapan 

Kehidupan Masyarakat Produktif  

dan Aman Terhadap COVID-19

26 Juni 2020

14

Keppres Nomor 82 Tahun 

2020:

Komite Penanganan 

COVID-19 dan 

Pemulihan Ekonomi

20 Juli 2020

SE Menkes No.HK. 

02.01/MENKES/303/2020 

tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Melalui 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran COVID-19

29 April 2020



RESPON  PENGENDALIAN(4) 

Peluncuran Buku Saku Contact 

Tracing

10-11 September 
2020

26-27 
November 2020

KMK No. HK.01.07/ 

MENKES/9847/2020 tentang 

Jejaring Laboratorium 

Pemeriksa COVID-19

30 November 2020

Monitoring rekomendasi IAR

Pelatihan Tenaga Relawan Contact 

Tracing

10-11 
November 2020

15

Intra Action Review

11-14 Agustus 2020



9 PILAR PENGENDALIAN

KOMANDO DAN 
KOORDINASI

LOGISTIK

SURVEILANS
PENCEGAHAN DAN 

PENGENALIAN 
INFEKSI

MANAJEMEN KLINIS

LABORATORIUM
PINTU MASUK 

NEGARA DAN PSBB

KOMUNIKASI RISIKO 
DAN 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

PELAYANAN 
KESEHATAN 
ESSENSIAL

REVIEW BERKALA MELAUI MONITORING REKOMENDASI IAR



EVALUASI PENGENDALIAN (1)

PILAR KOMANDO DAN KOORDINASI PILAR LOGISTIK DAN DUKUNGAN 
OPERASIONAL

KET:



EVALUASI PENGENDALIAN (2)

PILAR SURVEILANS PILAR KOMRIS DAN PEMBERDAYAAN MASY



EVALUASI PENGENDALIAN (3)

PILAR MANAJEMEN KASUS PILAR PENCEGAHAN & PENGENDALIAN 
INFEKSI



EVALUASI PENGENDALIAN (4)

PILAR LABORATORIUM PILAR PINTU MASUK DAN PSBB



EVALUASI PENGENDALIAN (5)

PILAR PELAYANAN KESEHATAN



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR KOMANDO & KOORDINASI)

• Advokasi pemerintah daerah untuk mendaftarkan fasilitas
kesehatan di SISRUTE dan ada staf yang memonitor SISRUTE 
di RS (Sisrute diterapkan di semua fasyankes). Sisrute dapat
diupdate dibuatkan dashboard timeline

• Penyusunan rencana kontijensi RS untuk penambahan
ruangan untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19

• Manajemen pemenuhan SDM untuk manajemen kasus
COVID-19

• Monitoring RS melakukan input data pada RS online, dan 
petugas khusus untuk input data RS online,  dan data ASPAK

• Sosialisasi zonasi layanan di Rumah sakit untuk pelayanan
pasien covid dan non covid di RS dan monitoringnya

• Monev sarana dan prasarana RS rujukan termasuk
monitoring pemenuhan APD

• Sosialisasi dashboard SIRS online mengenai ketersediaan
sarpras rumah sakit

• Membentuk tim audit medik melibatkan Kemkes, 
asosiasi profesi, RS, dll dan penyusunan Juknis audit 
medik

• Review kurikulum dan metode pelatihan manajemen
kasus, dan monitoring evaluasi post  pelatihan

• Pelatihan singkat manajemen kasus untuk pemenuhan
SDM (ruang perawatan dan ICU)

• tindak lanjut Case reporting  standard yang diadopt dari
CRF WHO untuk data terstandar,  analisis dan 
sosialisasinya termasuk follow up surat WHO utk
keikutsertaan indonesia dlm global  clinical data 
platform

• RTL Oxygen survey dan mapping pemenuhan
kebutuhan ventilator

• Sosialisasi kepada petugas kesehatan untuk
menggunkan ICD 10 untuk COVID-19



REKOMENDASI PERBAIKAN
(LOGISTIK)

• Dinas Kesehatan Provinsi dan unit utama di Kementerian 
Kesehatan memberikan usulan kebutuhan dan 
persediaan APD secara periodik per bulan sehingga hasil
update kebutuhan APD yang dilakukan Pusat Krisis
Kesehatan dapat selaras dengan kebutuhan real di 
lapangan Peningkatan kapasitas SDM , pelatihan berkala
dalam manajemen logistik dan ESFT untuk pusat dan 
daerah termasuk kajian perhitungan kebutuhan APD

• Perlu adanya update berkala dari unit unit terkait untuk
memberi data data yang dibutuhkan untuk pengisian
ESFT minimal 3 bulan sekali (Pusat Krisis Kesehatan agar 
bersurat)

• Dibuat sistem logistik yang terintegrasi antar unit terkait
di Kemenkes yang dapat memberikan seluruh informasi
seluruh logistik COVID 19 seperti APD, logistik lab, alkes
dll

• logistik alkes di Dit Fasyanke, logistik laboratorium di 
Litbang yang langsung berkoordinasi dengan BNPB . 
Diharapkan dapat juga menginformasikan kepada
pusat krisis kebutuhan dan distribusi logistik kepada
pusat krisis ( Pusat krisis di cc untuk sharing 
informasi logistik dengan BNPB)

• SOP logistik pusat krisis agar dapat direview lagi
serta dapat dijadikan referensi bagi unit-unit lainnya
dalam melakukan distribusi logistik seseuai dengan
jenis logistik yang dikelola tiap unit.

• Membuat Mou kerjasama dengan pihak swasta yang 
dapat menyediakan APD agar apabila ada
peningkatan kebutuhan yang signifikan Pusat Krisis
Kesehatan dapat memperoleh APD secara cepat

• BNPB untuk berbagi informasi logistik berkala
mengenai logistik



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR PPI)

• Peningkatan dan monitoring compliance untuk
pemakaian Alat Pelindung Diri

• Update panduan PPI dan penyusunan training module 
PPI dan video material.

• Melanjutkan pelatihan berkala pengendalian infeksi , 
perlu metode pelatihan interactive dan evaluasi

• Sosialisasi pedoman pelayanan kesehatan di masa 
adaptasi kebiasaan Baru termasuk zooning  di RS  dan 
monev

• Advokasi kepada pemda , kementerian Pendidikan, 
kementerian agama untuk penyusunan mitigasi dan 
monev

• pengendalian infeksi di fasilitas Pendidikan, pesantren
(PIC Dirjen kesga/ Kesmas)

• Adopsi panduan telemedicine WHO untuk dapat
melakukan monitoring implementasi telemedicine

• Advokasi alokasi pembiayaan pelaksanaan
telemedicine di fasilitas kesehatan (terutama fasilitas
kesehatan pemerintah)

• Melaksanakan monitoring implementasi triase di 
fasilitas kesehatan

• Peningkatan pemahaman untuk pemulasaraan
jenazah

• Peningkatan pemantauan dan evaluasi PPI dalam
pengolahan limbah medis

• Melanjutkan monev pengendalian infeksi di 
komunitas termasuk industri, perkantoran , sarana
public

• monitoring implementasi pengendalian infeksi di 
komunitas, termasuk Survey berkala untuk hand 
hygiene, pemakaian masker dan menjaga jarak, 
Monev untuk protokol COVID-19 di perkantoran



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR SURVEILANS)

• Revisi pedoman atau surat edaran untuk menyesuaikan
update dan pedoman WHO terbaru

• Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk
stabilitas NAR dan SILACAK 

• Meningkatkan kelengkapan dan ketepatan Silaphar dan 
NAR untuk mencapai > 80%  , meningkatkan verifikasi
data sehingga data dapat real time.

• Meningkatkan pelacakan kontak (dengan rasio pelacakan
Silaphar menjadi mendekati 1 : 15)  dan kontak yang 
dimonitor > 80%, serta analisis data berkolaborasi dengan
relawan, pemberdayaan masyarakat , NGO, organisasi
profesi (FETP, PAEI)  dan organisasi Internasional lainnya

• Peningkatan kapasitas untuk TGC,refresher pelatihan
untuk silacak, silaphar, NAR

• Ekspansi implementasi Silacak ke 98 Kabupaten.

• Sinergi untuk pelaporan platform yang berbeda

• Menyusun analisis indikator adjustment public health 

measures setiap minggu untuk tingkat kabupaten

• Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk genomic 

sequence

• Peningkatan kelengkapan dan ketepatan data ILI/ SARI 

sentinel untuk monitor COVID-19 berdasarkan

GISRS/COVID-19 platform dan sharing informasi dengan

PHEOC



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR KOMUNIKASI RISIKO & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

• Meningkatkan koordinasi response untuk formulasi pesan
komunikasi risiko

• Meningkatakan kapasitas masyarakat, terutama tokoh
masyarakat dan tokoh agama

• Advokasi Koordinasi lintas sektor untuk implmeentasi
komunikasi risiko

• Meneruskan koordinasi stakeholder untuk hotline COVID-
19 dan analysisnya (hotline hallo kemkes, hotline 119 dan 
117) dan distribusi berkala analysis hotline COVID-19 
kepada stakeholder 

• Penguatan tim komunikasi risiko melalui pelatihan, dan 
juru bicara mengenai komunikasi risiko untuk kedaruratan
kesehatan masyarakat di sub nasional (provinsi), Media 
coaching bagi pimpinan

• Meneruskan pemberdayaan masyarakat bekerjasama

dengan Kemendagri, Kemenag, PMI, NGO dan jejaring

sosial untuk implementasi strategy pemberdayaan

masyarakat unutk komunikasi risiko

• Penyusunan Pedoman Komunikasi Risiko Bidang

Kesehatan yang dititikberatkan pada komunikasi publik

segera diselesaikan, dan dilanjutkan dengan kegiatan

sosialisasi

• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

• Penambahan jumlah SDM



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR LABORATORIUM)

• Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

• Mendorong Bridging sistem pelaporan data Provinsi ke Data Nasional ( Timeline kegiatan
oleh Pusdatin)

• Perbaikan sistem pencatatan dan  pelaporan realtime

• Bekerja sama dengan pihak external untuk penyempurnaan aplikasi allrecord (kecepatan
respons aplikasi, dll)

• Manajemen sumber daya manusia dan operasional lab untuk testing

• Memperkuat kerja sama dengan BNPB untuk pemantauan logistic laboratorium jejaring

• Memperkuat kerja sama dengan Badan PPSDM untuk memenuhi kebutuhan SDM 
pemeriksa dan entry data NAR

- Menyusun peta jalan lab penyakit emerging untuk kesiapsiagaan dan respon pandemic

- Memastikan ketersediaan logistik di laboratorium pemeriksa

- Akreditasi laboratorium pemeriksa COVID-19 dan sertifikasi untuk BSL 2

- Menyelenggarakan PME untuk PCR COVID-19 > 80%

- Peningkatan platform sistem informasi untuk pengadaan dan pengiriman reagen untuk
koordinasi

- Dinkes Provinsi melakukan pengawasan dan monitoring untuk implementasi dan 
monitoring biosafety laboratorium di wilayah kerjanya.

• Monitoring Evaluasi implementasi Biosafety dan Biosecurity 
oleh Dinas Kesehatan Provinsi

• Bekerjasama dengan kementerian ristek dan stakeholder 
lainnya unutk genomic surveillance

• ToT Training PCR lab untuk cascase training dan workshop  
PCR lab

• Koordinasi dengan pusdatin untuk mengkonfirmasi apakah
sistem di provinsi sudah terintegrasi dengan All record    ( 
rata rata waktu yang dibutuhkan untuk spesimen shipment)

- Penguatan jejaring laboratorium dalam pengawasan dan 
pembimbingan bekerjasama dengan dinkes provinsi dan 
dinkes kabupaten/kota

- Memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk
jejaring laboratorium, dan pengiriman specimen melalui
pertemuan koordinasi berkala.

- Meningkatkan pengumpulan dan pengiriman specimen ILI/ 
SARI dari sentinel ILI/ SARI dan melakukan pemeriksaan
infleunza dan COVID-19 untuk specimen dari ILI/ SARI 
sentinel sesuai dengan GISRS-COVID-19 platform, dan 
kontribusi untuk flu mart.



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR PINTU MASUK & PEMBATASAN SOSIAL)

- Penguatan kerja sama lintas sektor antara
KKP dengan pemerintah daerah

- Peningkatan koordinasi dan integrasi 
antara pintu masuk dan wilayah terutama
dalam melakukan contact tracing 

- Penguatan sarana prasarana dalam 
pengendalian Covid-19.

- Digitalisasi dokumen kesehatan
- Sosialisasi surat edaran untuk pintu

masuk
- Keberlangsungan pembiayaan untuk

implementasi di KKP

- Finalisasi Tool monitoring PSBB dan sosialisasi PSBB ke
sub nasional

- Revisi KMK mengenai PSBB menambahkan monitoring 
evaluasi PSBB dan penjelasan untuk mengakomodasi
harmonisasi pengertian PSBB  yang dilakukan skala
tertentu atau PSBB transisi, dll.

- Dialog dan koordinasi dengan BNPB untuk harmonisasi
tool monev sehingga pengisian tool tidak
membebankan provinsi/ kabupaten/ kota.

- Memperkuat komando koordinasi termasuk pelacakan
kontak untuk PPKM skala mikro tingkat desa

- Peningkatan koordinasi dan integrasi antara pintu 
masuk dan wilayah

- Penyusunan NSPK:

- Revisi pedoman terkait PSBB (Permenkes 245 dan 
Permenkes 49)

- Penyusunan pedoman kekarantinaan kesehatan di 
wilayah

•- Membuat Teknokrat karantina Wilayah (PPKM)



REKOMENDASI PERBAIKAN
(PILAR PELAYANAN KESEHATAN ESSENSIAL)

- Meningkatkan pemanfaatan hasil
kunjungan keluarga PISPK untuk
pemetaan kelompok rentan dan 
pelayanan kesehatan esensial di masa 
pandemi.

- Penyelesaian analisis/kajian indikator
kegiatan pelayanan esensial selama masa 
pandemic COVID-19 yang dilakukan oleh 
Balitbangkes dibawah koordinasi PADK

- Pembinaan pelayanan kesehatan esensial
di masa pandemi dilaksanakan secara
berjenjang dari Pusat, Dinkes Provinsi, 
Kab./Kota hingga Puskesmas. 

- Penguatan kolaborasi lintas program dan 
lintas sektor untuk penguatan akses ke
fasilitas kesehatan pada saat COVID-19, 
termasuk penerapan pelayanan
telemedicine.

- Pembinaan dan pendampingan Dinkes
dalam pengelolaan sumber daya di 
Puskesmas dengan mempertimbangkan
beban ganda Puskesmas yaitu
memberikan pelayanan esensial dan 
pelayanan terkait COVID-19 seperti 3T 
dan vaksinasi.

- Perlu ditetapkan coordinator untuk
keberlangsungan pelayanan kesehatan
esensial di tingkat pusat, provinsi, 
kab./kota, serta mekanisme monitoring 
dan evaluasi



TERIMA KASIH


